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Pengantar

Pada 5 Juni 2015, Presiden akhirnya menerbitkan Surat Presiden untuk memulai
pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(RKUHP) antara pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RKUHP ini diyakini akan mengganti KUHP yang saat ini
berlaku dan dianggap sebagai peninggalan rezim kolonial. Setidaknya ada tiga dogma dasar
yang dianut pemerintah mengenai perlunya penggantian KUHP dengan KUHP baru, yaitu
prinsip dekolonisasi, deharmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana Indonesia. Ketiga
prinsip ini yang kemudiandiimplementasikan dalam RKUHP yang diserahkan oleh
pemerintah kepada DPR.

Tidak kurang dari 786 pasal berhasil disusun oleh tim perumus yang dibagi ke dalam 2 (dua)
buku, yaitu Buku | tentang Ketentuan Umum dan Buku Il tentang Tindak Pidana. Dari angka
tersebut, setidaknya terdapat 555 pasal yang secara khusus mengatur tentang tindak
pidana, yang nantinya akan memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang
oleh Negara dan memiliki konsekuensi pidana apabila dilakukan oleh setiap orang yang
tunduk pada hukum Indonesia. Secara lebih spesifik, keberadaan RKUHP ini diharapkan
dapat menggantikan KUHP yang dianggap mewarisi semangat penjajahan, lebih menjamin
hak asasi manusia, dan merespon perkembangan hukum pidana, nilai-nilai, standar-standar
dan norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Namun ada
masalah terselubung terkait R KUHP 2015 yaitu terkait dengan arah kebijakan kriminalnya,
terutama mengenai arah kriminalisasi.

Tulisan ini membahas praktik kriminalisasi di Indonesia dengan menginvestigasi
kecenderungan pemerintah Indonesia untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan melalui
pengesahan 563 undang-undang sejak awal reformasi pada tahun 1998 hingga 2014. Untuk
memahami konteks di balik tren tersebut, menjadi penting untuk terlebih dahulu
memaparkan beberapa pandangan teoretis mengenai penggunaan hukum pidana sebagai
alat kontrol sosial dan selanjutnya masuk ke dalam evaluasi kebijakan sebagaimana
dijelaskan di atas.

Secara lebih detail, evaluasi diarahkan pada kecenderungan penggunaan hukum pidana
untuk mengatur masyarakat, tren kriminalisasi dari waktu ke waktu, jenis-jenis perbuatan
yang dikriminalisasi, tingkat represifitas legislasi Indonesia dan keseriusan tindak pidana.
Dan hal tersebut penting sebagai latar dalam melihat kembali masalah kriminalisasi dalam R
KUHP

Jakarta, Desember 2015

Institute for Criminal Justice Reform
Aliansi Nasional Reformasi KUHP
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Bagian |
Pendahuluan

Terhitung hampir 35 tahun lamanya upaya pembaruan hukum pidana Indonesia melalui
penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (RKUHP) telah dilangsungkan sejak pertama kali usulan tersebut dicetuskan oleh
Prof. Soedarto pada tahun 1980." Setelah berhasil dirampungkan untuk pertama kalinya
pada tahun 1993 oleh tim perumus yang diketuai oleh Prof. Mardjono Reksodiputro?, naskah
RKUHP didiamkan selama lebih dari lima tahun di Departemen Kehakiman untuk disusun
ulang®. Selanjutnya, dibentuk tim perumus RKUHP baru pada tahun 2004 di bawah Prof.
Muladi dengan misi untuk melakukan penyempurnaan terhadap naskah sebelumnya yang
berdasar pada empat hal, yaitu dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi serta harmonisasi
dan humanisasi.* Perumusan RKUHP terus berlanjut hingga akhirnya secara resmi
diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pada akhir tahun 2012.° Setelah melewati berbagai dinamika pembahasan dalam kurun
waktu 3 tahun terakhir, RKUHP direvisi dan kembali diserahkan ke DPR oleh Presiden Joko
Widodo pada tanggal 5 Juni 2015° untuk dibahas secara bersama-sama.

Tidak kurang dari 786 pasal berhasil disusun oleh tim perumus yang dibagi ke dalam 2 (dua)
buku, yaitu Buku | tentang Ketentuan Umum dan Buku Il tentang Tindak Pidana. Dari angka
tersebut, setidaknya terdapat 555 pasal yang secara khusus mengatur tentang tindak
pidana, yang nantinya akan memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang
oleh Negara dan memiliki konsekuensi pidana apabila dilakukan oleh setiap orang yang
tunduk pada hukum Indonesia. Secara lebih spesifik, keberadaan RKUHP ini diharapkan
dapat menggantikan KUHP yang dianggap mewarisi semangat penjajahan, lebih menjamin
hak asasi manusia, dan merespon perkembangan hukum pidana, nilai-nilai, standar-standar
dan norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan dunia internasional.”

Dengan melihat pada waktu perumusan naskah yang sedemikian lama dan materi
pembahasan yang begitu kompleks, menjadi wajar apabila masyarakat memiliki ekspektasi
yang begitu tinggi akan proses pembahasan RKUHP yang berkualitas oleh Pemerintah dan

! Mardjono Reksodiputro, “Sejarah Singkat Konsep KUHP Nasional” dalam Bidang Studi Hukum Pidana
FHUI, Position Paper RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi?, (Depok: Bidang Studi Hukum Pidana FHUI,
2014), hal 44.

’Ibid., hal. 48. Baca juga, Harkristuti Harkrisnowo, “KPK Tidak Usah Galau” dalam Bidang Studi Hukum
Pidana FHUI, Position Paper RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi?, (Depok: Bidang Studi Hukum Pidana
FHUI, 2014), hal 52.

Ibid.

4 Harkrisnowo, op.cit

°Ibid.

® RKUHP diserahkan ke DPR melalui Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-35/Pres/06/2015.
Diakses pada 25 November 2015 melalui http://reformasikuhp.org/data/wp-
content/uploads/2015/07/Surat-Presiden-ke-DPR-untuk-Pembahasan-RUU-KUHP-5-Juni-2015.jpg.

’ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: BPHN, 2015), hal. 168.
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DPR.Salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah dengan
mengevaluasi kebijakan pemerintah Indonesia di bidang hukum pidana, khususnya kebijakan
untuk menciptakan tindak pidana baru, untuk selanjutnya dijadikan modal penting untuk
memastikan bahwa RKUHP yang akan dibahas dan setujui bersama oleh Pemerintah dan
DPR benar-benar merepresentasikan tujuan perumusan sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya.

Tulisan ini membahas praktik kriminalisasi di Indonesia dengan menginvestigasi
kecenderungan pemerintah Indonesia untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan melalui
pengesahan 563 undang-undang sejak awal reformasi pada tahun 1998 hingga 2014%.Untuk
memahami konteks di balik tren tersebut, menjadi penting untuk terlebih dahulu
memaparkan beberapa pandangan teoretis mengenai penggunaan hukum pidana sebagai
alat kontrol sosial dan selanjutnya masuk ke dalam evaluasi kebijakan sebagaimana
dijelaskan di atas. Secara lebih detail, evaluasi diarahkan pada kecenderungan penggunaan
hukum pidana untuk mengatur masyarakat, tren kriminalisasi dari waktu ke waktu, jenis-
jenis perbuatan yang dikriminalisasi, tingkat represifitas legislasi Indonesia dan keseriusan
tindak pidana.

1.1. (Bahaya) Penggunaan Hukum Pidana dalam Mengontrol Perilaku
Pilihan untuk menggunakan kriminalisasi sebagai alat untuk mengatur perilaku bukan suatu

hal baru dalam lingkup kontrol sosial. Hampir satu abad yang lalu, Miller’telah memprediksi
bahwa pemerintah di berbagai belahan dunia akan mengembangkan strategi yang lebih
efektif untuk memastikan kontrol menyeluruh terhadap masyarakat. Dengan melihat pada
karakteristik hukum pidana yang bersifat memaksa dan keberadaan berbagai elemen koersif
yang dimilikinya, menjadi dapat dimengerti apabila pemerintah menggunakan jenis hukum
ini sebagai salah satu strategi yang efektif untuk mengontol kehidupan sosial.

Akan tetapi, terdapat beberapa batasan terhadap pilihan tersebut. Karena lingkupnya yang
begitu besar dan beragamnya pemikiran masyarakat akan tindak pidana dan kriminalitas
dari waktu ke waktu, pemerintah seringkali menemui banyak tantangan untuk
menggunakan hukum pidana secara tepat. Sebagai contoh, di awal tahun 1930-an, Miller™
mengatakan bahwa banyak undang-undang yang disahkan di Amerika Serikat (AS) justru
mengakomodasi kepentingan sebagian kalangan dan tidak ditujukan untuk memberikan
perlakuan yang sama kepada setiap kelompok di negara tersebut. Dimasukkannya pencurian

8 Pengumpulan data perundang-undangan dilakukan dengan menggabungkan beberapa database dari
beberapa lembaga, di antaranya:

1. DPR (http://dpr.go.id/uu);

2. Kementerian Sekretariat Negara
(http://setneg.go.id/index.php?catname=UU&catid=1&tahun=0&Itemid=42&option=com_per
undangan&task=&act=);

3. Kementerian Hukum dan HAM (http://peraturan.go.id/uu.html); dan

4. PT. Justika Siar Publika (http://www.hukumonline.com/pusatdata/view/nprt/536)

? Justin Miller, “Criminal Law: An Agency for Social Control” dalam Yale Law Journal, 43(5), (1934):
691-715.
Y1bid.



http://dpr.go.id/uu
http://setneg.go.id/index.php?catname=UU&catid=1&tahun=0&Itemid=42&option=com_perundangan&task=&act
http://setneg.go.id/index.php?catname=UU&catid=1&tahun=0&Itemid=42&option=com_perundangan&task=&act
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ginseng dan pencurian ayam sebagai kejahatan serius dan diancamnya pencurian kuda
dengan pidana mati adalah beberapa contoh dari masalah-masalah di atas."

Selain itu, Three Strikes Law™*di California menjadi salah satu undang-undang yang ramai
dikritik karena dinilai mengeksploitasi hukum pidana secara berlebihan tanpa
mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan tingkat keseriusan tindak pidana.
Zimringmenilai Three Strikes Law ini sebagai contoh kebijakan pidana yang lahir secara
emosional karena dengan sangat mudahnya memungkinkan Negara untuk menghukum
seseorang dengan pidana penjara 25 tahun hingga seumur hidup hanya karena ia melakukan
kejahatan ringan untuk tindak pidana ketiga.BLebih lanjut, Zimring menekankan bahwa
Three Strikes Law harus menjadi pelajaran berharga bagi pengambil kebijakan pidana bahwa
hal seperti ini tidak boleh dibiarkan terulang lagi di kemudian hari."*

Di tempat lain, Garland® mengkritik kecenderungan pemerintah untuk menggunakan
hukum pidana dalam mengatur masyarakat. la berpendapat bahwa pendekatan tersebut
tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi pemerintah dan justru semakin
menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengontrolkejahatan di
wilayahnya. Asumsi yang menyatakan bahwa Negara memiliki kapasitas untuk menjamin
rasa aman, menjaga tingkat kepatuhan hukum, dan mampu mengendalikan tingkat
kriminalitas merupakan suatu hal yang tidak bisa dibenarkan mengingat Negara memiliki
sumber daya yang sangat terbatas untuk menangani hal-hal tersebut. Oleh karena itu,
Garland '® berpendapat bahwa respon yang paling mudah untuk mempertahankan
supremasi Negara dalam kasus ini adalah dengan mengintensifikasikan penggunaan hukum
pidana, meskipun hal ini merupakan kebijakan simbolik semata. Lebih lanjut, walaupun
praktik paling nyata dari fenomena ini banyak terjadi di AS dan Inggris, Garland meyakini
bahwa tren tersebut juga terjadi hampir di setiap negara di dunia.

" perlu dipahami bahwa hal-hal yang disebutkan pada contoh di atas terjadi pada awal tahun 1930-
an. Untuk memahami konteks kekinian mengenai hal ini, baca Jonathan Simon, Governing through
Crime: How War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear, (New
York: Oxford University Press, 2007)

“Three Strikes Law di California pertama kali diusulkan oleh Mike Reynolds, seorang fotografer dari
Fresno dan ayah dari seorang korban pembunuhan. Ada tiga hal yang menjadi inti usulannya: (1)
Penambahan pidana secara signifikan untuk kejahatan serius kedua yang dilakukan oleh pelaku. (2)
Untuk dapat dihukum pidana penjara selama 25 tahun hingga seumur hidup, pelaku tidak perlu
memiliki rekam kejahatan yang memiliki elemen kekerasan di dalamnya. Sebagai contoh, pelaku akan
mendapatkan pidana 25 tahun hingga seumur hidup jika pernah melakukan pencurian yang dilakukan
dengan memasuki rumah. (3) Pelaku akan dipidana dengan pidana penjara minimum 25 tahun hingga
seumur hidup untuk setiap kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
California, apabila ia telah melakukan kejahatan untuk ketiga kalinya. Lihat Franklin E. Zimring,
“Populism, Democratic Government, and the Decline of Expert Authority: Some Reflections on Three
Strikes in California” dalam Pacific Law Journal, 28, (1996): 243-256.

Bibid.

“Ibid.

> David Garland, The Culture of Control: Crime Control and Social Order in Contemporary Society,
(Oxford: Oxford University Press, 2001), hal 167.

“®Ibid., hal. 199-200.

Yibid.



Sejalan dengan pemikiran Miller, Zimring, dan Garland, meledaknya jumlah dan lingkup
aturan pidana saat ini dilihat sebagai suatu hal yang mengkhawatirkan oleh Husak. Dalam
manuskrip ‘overcriminalization’*® yang ditulisnya, Husak menggarisbawahi banyaknya aturan
pidana yang diciptakan oleh Negara akan berakibat pada tingginya angka penghukuman dan
memperbesar kemungkinan untuk menciptakan ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana.
Dengan menggunakan AS sebagai contoh dalam tulisannya, Husak berpendapat pengadilan
sering menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari apa yang seharusnya diterima pelaku
untuk tindak pidana yang dilakukannya.'® Meski demikian, tren yang lebih mengkhawatirkan
bagi Husak adalah tidak sedikit dari hukuman yang dinilai tidak adil tersebut muncul karena
pelaku melakukan tindak pidana yang seharusnya tidak perlu dikriminalisasi sama sekali
sejak awal.?® la menambahkan bahwa keputusan untuk mengkriminalisasi perbuatan-
perbuatan tersebut diambil tanpa memperhatikan syarat paling mendasar untuk
menciptakan tindak pidana, yaitu adanya kepentingan yang bersifat substansial dari Negara
dan kebermanfaatan fungsi hukum untuk mendukung kepentingan Negara tersebut. Oleh
karena itu, menjadi wajar apabila AS (dan juga banyak negara di dunia ini) terlalu banyak
memiliki tindak pidana yang tingkat keseriusannya masih dipertanyakan.*

Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa pilihan untuk menggunakan hukum pidana
untuk mengontrol perilaku tidak selalu strategis dan cenderung berpotensi menimbulkan
ekses negatif yang mengarah pada terciptanya ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena
itu, dalam pandangan Husak®’, Negara harus membatasi diri untuk mengontrol kehidupan
sosial dengan mengedepankan mekanisme hukum pidana dan harus mengembalikan hukum
pidana ke posisinya yang semula, yaitu sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah
hukum (ultima ratio).

1.2. Diskursus Kriminalisasi di Indonesia

Tidak berbeda dengan perkembangan yang terjadi di AS, praktik kriminalisasi di Indonesia
pun tak lepas dari masalah. Apabila Anggono” mencatat bahwa DPR masih sulit memahami
prinsip-prinsip pembentukan perundang-undangan dengan baik dan benar, yang berujung
pada rendahnya kualitas undang-undang yang dihasilkan, berbagai pihak juga turut
menyuarakan kekecewaannya terhadap proses dan/atau produk kriminalisasi.

Berkaitan dengan kriminalisasi tindakan pendistribusian/pentransmisian/membuat dapat
diaksesnya informasi atau dokumen elektronik tertentu melalui Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Institute for Criminal
Justice Reform (ICJR)** menilai DPR telah gagal mendefinisikan perbuatan yang dilarang

18 Douglas Husak (1), Overcriminalization: The Limits of Criminal Law, (New York: Oxford University
Press, 2008), hal. 3.

“ibid.

“Ibid.

*!Ibid., hal 34-35.

*? Douglas Husak (2), “The Criminal Law as Last Resort” dalam Oxford Journal of Legal Studies, 24(2),
(2004), 207-235.

2 Bayu Dwi Anggono, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi
Press, 2014).

** Institute for Criminal Justice Reform, Laporan Situasi Reformasi Hukum di Sektor Pidana Indonesia:
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mengingat aturan ini dirumuskan secara tidak jelas dengan menggunakan terminologi ‘yang
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman’ dalam Pasal 27 atau terminologi
‘menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat
tertentu berdasar atas suku, agama, ras, dan antargolongan’ dalam Pasal 28. Tanpa definisi
yang jelas mengenai unsur-unsur tersebut, tidak dapat disangkal bahwa aturan ini
berpotensi mengurangi kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana telah dijamin
melalui Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945).%°

Tidak cukup dengan perumusan unsur tindak pidana yang tidak begitu jelas, Indonesia juga
cenderung tidak memperhatikan isu legitimasi dalam melakukan kriminalisasi terhadap
tindak pidana baru. Sebagai contoh, di tahun 2014 lalu, DPR menyusun Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol dan menjadi salah satu RUU yang
diprioritaskan untuk diundangkan pada 2015.?° Salah satu materi penting dalam RUU ini
adalah kriminalisasi penjualan, produksi, pendistibusian, dan pengonsumsian minuman
beralkohol. Menurut RUU ini, apabila terdapat kondisi dimana setiap orang terlibat dalam
penjualan, produksi, pendistribusian atau pengonsumsian minuman yang memiliki kadar
alkohol lebih dari 1 persen, ia berpotensi untuk diberikan perlakuan yang sama dengan
pengedar narkotika dan dapat diancam pidana penjara minimum 3 bulan hingga 2 tahun.”’
Walaupun penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menekan dampak
negatif alkohol terhadap kesehatan dan menjaga keamanan masyarakat Indonesia®,
legitimasi untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut masih patut dipertanyakan. ICJR*
melihat kriminalisasi perbuatan-perbuatan tersebut sebagai suatu hal yang tidak perlu dan
justru berpotensi untuk menumbuhkembangkan overkriminalisasi di Indonesia. Selain itu,
menurut Witular dan Yusman®, penyusun RUU ini tidak mampu memberikan bukti atas
pernyataannya bahwa ‘58% tindak pidana di Indonesia diakibatkan oleh pengonsumsian
minuman beralkohol’'mengingat tidak ada riset akademik yang mendukung pernyataan
tersebut.

Namun sayangnya, diskursus tentang kriminalisasi di Indonesia hampir tidak pernah
menyentuh isu legitimasi dan justru mulai kehilangan arah untuk menyusun langkah-langkah
yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak
sedikit akademisi yang secara terus-menerus memunculkan teori tentang kriminalisasi>’,

Catatan di 2014 dan Rekomendasi di 2015, diakses pada tanggal 27 November 2015,
http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/01/Laporan-Situasi- Reformasi-Hukum-di-Sektor-
Pidana.pdf, poin 2.3.

“Ibid.

%% Rendi A. Witular dan Linda Yulisman, Prison, Fines Await Drinkers, diakses pada 27 November 2015,
http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/14/prison-fines-await-drinkers.html.

*Ibid.

“Ibid.

“1CIR (2), ICIR: RUU Larangan Minuman Beralkohol Memicu Overkriminalisasi, diakses pada 27
November 2015, http://icjr.or.id/icjr-ruu-larangan-minuman-beralkohol-memicu- overkriminalisasi/.
0 witular dan Yusman, Prison, Fines Await Drinkers, diakses pada 27 November 2015, /oc.cit.

*1 Baca Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi” dalam Jurnal Hukum, 1(16), (2009), 1-17 dan
Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, (Bandung: Nusa Media, 2010).
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akan tetapi panduan untuk mengkriminalisasi tindak pidana baru masih terkesan minimalis.
Misal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (UU PUU) memberikan penjelasan terbatas mengenai kriminalisasi tindak pidana
baru. Keberadaan ketentuan yang menyatakan bahwa kriminalisasi harus mengikuti prinsip-
prinsip dasar hukum pidana di dalam KUHP* tidak cukup untuk memberikan panduan yang
jelas bagi DPR untuk menciptakan tindak pidana baru. Terlebih dengan memperhatikan fakta
bahwa anggota DPR memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari masyarakat umum
hingga masyarakat terdidik**, akan sangat sulit untuk memastikan bahwa proses
kriminalisasi tersebut akan berjalan dengan sempurna tanpa adanya dengan panduan yang
lengkap mengenai perbuatan-perbuatan yang seharusnya dikriminalisasi, cara menentukan
tingkat keseriusan tindak pidana dan pemilihan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana
yang dirumuskan.

Melihat kondisi-kondisi di atas, menjadi wajar untuk mengatakan bahwa Indonesia masih
memiliki banyak pekerjaan rumah untuk mengembalikan diskursus kriminalisasi ke arah
yang lebih konstruktif. Untuk memulai hal tersebut, evaluasi terhadap praktik kriminalisasi di
Indonesia harus dilakukan. Lebih lanjut, evaluasi harus diarahkan untuk memotret
kecenderungan pemerintah Indonesia untuk menggunakan hukum pidana dalam
mengontrol perilaku dan tren kriminalisasi dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan hal
tersebut, berikut akan dipaparkan pendekatan yang diambil studi ini dalam memotret dan
menganalisis praktik kriminalisasi di Indonesia dari tahun 1998-2014.

1.3. Mengukur Kriminalisasi
Studi tentang kriminalisasi tidak semudah mencari tindak pidana baru di undang-undang dan

selanjutnya menuliskan angka dari pencarian tersebut. Lacey** mencatat bahwa studi di
bidang ini sangat sulit dilakukan mengingat metodenya yang dikenal bermasalah yang
disebabkan oleh tersebarnya ketentuan pidana di berbagai undang-undang, kesulitan untuk
mengindividualisasi tindak pidana, dan kurangnya tipologi tindak pidana secara umum.
Dengan demikian, setiap riset mengenai topik ini harus bisa menjawab ketiga isu tersebut
secara tepat.

Pertama, untuk membedakan undang-undang yang memiliki ketentuan pidana dari undang-
undang lainnya, studi ini menggunakan analisis sederhana mengenai materi undang-undang
yang dijadikan sampel. Dalam konteks Indonesia, hal ini dilakukan dengan melihat
keberadaan bab tentang ‘Ketentuan Pidana’ atau ‘Sanksi’ pada setiap undang-undang
mengingat Poin C.3 Lampiran Pertama UU PUU mengharuskan setiap bentuk kriminalisasi
ditempatkan pada bab tersebut. Oleh karena itu, undang-undang yang tidak memiliki bab
tersebut harus dikesampingkan dari data utama dan menyisakan 154 dari 563 UU untuk
dianalisis lebih lanjut. Meski demikian, 409 UU vyang diundangkan pada 1998-2014

32 Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011,
LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Poin C.3 Lampiran Pertama.

* Untuk melihat profil anggota DPR, dapat mengunjungi situs http://dpr.go.id/anggota.

** Nicola Lacey, “Historicizing Criminalisation: Conceptual and Empirical Issues” dalam Modern Law
Review, 72(6), (2009), 936-960.
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diperlakukan sebagai data pendukung yang akan digunakan untuk melakukan analisis pada
tahap berikutnya.

Kedua, permasalahan mengenai individualisasi tindak pidana dapat dijawab dengan
menggunakan sanksi pidana sebagai unit riset. Sehubungan dengan tersebut, perlu dipahami
bahwa, dalam perundang-undangan Indonesia, larangan mengenai norma dan pencantuman
sanksi pidana tidak berada pada satu bab yang sama. Oleh karena itu, menjadi mungkin
untuk mengatur beberapa norma larangan pada pasal-pasal maupun ayat-ayat yang
terpisah, akan tetapi pada saat yang bersamaan, pasal-pasal maupun ayat-ayat
tersebutdigabungkan ke dalam satu pasal atau satu ayat dan kemudian diberi sanksi pidana.
Untuk kepentingan pemasukan data, berbagai tindak pidana akan diperlakukan sebagai satu
sampel apabila sanksi pidana dari tindak pidana tersebut diatur dalam satu pasal atau satu
ayat. Selain itu, pengaturan mengenai percobaan tindak pidana, makar dan penyertaan
tindak pidana dikecualikan sebagai sampel mengingat sanksi pidana dari perbuatan-
perbuatan tersebut bergantung pada tindak pidana utamanya. Secara sederhana, yang
dijadikan sampel dalam studi ini hanyalah ketentuan yang mencantumkan sanksi pidana
secara terpisah untuk tindak pidana tertentu.

Ketiga, kurangnya tipologi umum mengenai tindak pidana dapat diselesaikan dengan
menggunakan pembedaan kejahatan dan pelanggaran dari studi yang dilakukan oleh
Hildebrandt.* Apabila pelanggaran diartkan sebagai pelanggaran terhadap aturan undang-
undang, kejahatan diartikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan telah
dianggap jahat oleh masyarakat jauh sebelum kriminalisasi dilakukan. Sehubungan dengan
hal tersebut, pada beberapa kasus, undang-undang Indonesia membedakan jenis-jenis
perbuatan yang dikriminalisasi dengan memberikan label sebagai kejahatan atau
pelanggaran. Apabila ditemukan kondisi demikian, maka label yang diberikan undang-
undang akan digunakan untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut adalah kejahatan
atau pelanggaran.

Selanjutnya, parameter mengenai kejahatan dapat juga diambil dari penafsiran terhadap
ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant
on Civil and Political Rights (ICCPR)). Dalam dokumen tersebut, ICCPR berkali-kali
menggunakan istilah ‘the protection of national security or public safety’, ‘public order’, ‘the
protection of public health or moral’, dan ‘the protection of rights or freedoms of others’
untuk membatasi beberapa hak tertentu yang diatur olehnya, seperti kebebasan untuk
bergerak dan kebebasan menentukan tempat tinggal (Pasal 12 ayat (3)), hak bagi media dan
publik untuk dilibatkan dalam sebuah persidangan (Pasal 14 ayat (1)), hak untuk berkumpul
secara damai (Pasal 21), dan hak atau kebebasan untuk berkumpul dengan yang lain,
termasuk hak untuk membentuk dan bergabung ke dalam serikat buruh untuk perlindungan
kepentingan individual (Pasal 22 ayat (1)). Dengan memberikan justifikasi untuk membatasi
hak-hak tersebut dengan menggunakan terminologi-terminologi di atas, ICCPR menyiratkan

* Mireille Hildebtandt, “Justice and Police: Regulatory Offenses and the Criminal Law” dalam New
Criminal Law Review, 12(1), (2009), 43-68.



sebuah parameter yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencabut/menghilangkan
hak-hak dan kebebasan individual untuk kepentingan yang lebih luas.

Pada saat yang bersamaan, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengambil pendekatan yang mirip
dengan ICCPR untuk mewajibkan warga negara untuk menerima dan menghormati
pembatasan hak asasi manusia dengan menggunakan frase ‘untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
dalam suatu masyarakat demokratis’. Dengan berdasar pada semangat kedua dokumen
tersebut, terminologi-terminologi tersebut dapat juga digunakan untuk menginterpretasikan
kondisi-kondisi yang sah untuk menciptakan tindak pidana baru dan selanjutnya, untuk
mencabut/menghilangkan kebebasan individu untuk melakukan perbuatan tersebut dengan
mencantumkan sanksi pidana pada rumusan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, tindak
pidana lain yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan dikategorikan sebagai pelanggaran
mengingat perbuatan tersebut dikriminalisasi berkaitan dengan tujuan pengesahan undang-
undang.

Selanjutnya, untuk menjelaskan tipe-tipe perbuatan yang dikriminalisasi oleh Indonesia
sejak 1998-2014, analisis akan diarahkan pada ada atau tidaknya kewajiban Indonesia untuk
mengkriminalisasi perbuatan tertentu yang berasal dari traktat, konvensi internasional atau
dokumen internasional lainnya. Pembacaan terhadap dokumen-dokumen tersebut menjadi
penting karena dapat menjelaskan apakah kriminalisasi yang dilakukan oleh Indonesia
dipengaruhi oleh kesepakatan yang diambil oleh Indonesia dalam forum-forum
internasional. Evaluasi terhadap hal tersebut dilakukan dengan melihat keberadaan
dokumen internasional yang dijadikan rujukan untuk mengkriminalisasi perbuatan-
perbuatan tertentu.

Selain itu, untuk melengkapi potret kriminalisasi di Indonesia, analisis juga dilakukan untuk
melihat tingkat represifitas perundang-undangan Indonesia. Analisis tersebut akan
mencakup jenis-jenis sanksi pidana (keberadaan pidana mati dan pidana penjara seumur
hidup, lama pidana penjara dan pidana kurungan serta nilai pidana denda), kombinasi sanksi
pidana, pengaturan pidana minimum khusus, dan keberadaan jalur-jalur penyelesaian
masalah lainnya. Hal-hal tersebut nantinya akan digunakan untuk menganalisis apakah
praktik kriminalisasi di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan keseriusan tindak pidana
dan gradasi sanksi pidana yang dirumuskan oleh undang-undang. Dengan menggunakan
teori ordinal proportionality of punishment dari von Hirsch®, analisis akan diarahkan untuk
menilai apakah tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih berat dapat secara
langsung diinterpretasikan sebagai tindak pidana serius.Untuk melakukan hal tersebut,
rumusan tindak pidana dan gradasi tindak pidana pada tindak pidana yang telah ada
sebelumnya dan pada tindak pidana yang baru dikriminalisasi, akan dibandingkan satu
dengan yang lain. Terakhir, pengalokasian sanksi pidana di KUHP juga dipertimbangkan

*® Andrew von Hirsch, ‘Proportionality in the Philosophy of Punishment’ dalam Crime & Justice, 16,
55-98.



ketika menganalisis dua hal tersebut mengingat KUHP masih digunakan sebagai sumber
utama hukum pidana Indonesia hingga saat ini.



Bagian Il

Praktik Kriminalisasi di Indonesia Pada 1998-2014

2.1. Kecenderungan Penggunaan Hukum Pidana untuk Mengatur Perilaku

Sebelum menganalisis praktik kriminalisasi di Indonesia dari 1998-2014, menjadi penting
untuk terlebih dahulu memahami apakah Indonesia memiliki ketergantungan terhadap
hukum pidana untuk mengatur masyarakat. Sebagai negara yang menjalani periode awal
demokrasi, pemahaman mengenai hal ini akan bermanfaat karena dapat membangun
konteks dan memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai praktik kriminalisasi pada
periode tersebut.

Diagram 1 menjelaskan perbandingan undang-undang yang memiliki ketentuan pidana
dengan undang-undang lain yang disahkan pada 1998-2014. Melalui diagram tersebut
ditemukan bahwa dari 563 undang-undang yang disahkan oleh DPR, 154 di antaranya
memiliki ketentuan pidana. Diagram 1 juga menunjukkan bahwa distribusi jumlah undang-
undang dengan ketentuan pidana hampir merata di setiap tahunnya. Meskipun tidak
ditemukan adanya kenaikan yang signifikan terkait jumlah undang-undang dengan
ketentuan pidana, akan tetapi garis tren pada Diagram 1 memperlihatkan kenaikan yang
konsisten tiap tahunnya. Lebih lanjut, hampir sepertiga dari undang-undang yang disahkan
tiap tahunnya pada periode tersebut memiliki konsekuensi pidana bagi setiap orang yang
melanggar aturan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Sebagai contoh, 10 dari 32
undang-undang yang disahkan pada 2002 memiliki ketentuan pidana. Hal ini terjadi juga
pada 2006 dengan 6 dari 23 undang-undang, 20 dari 52 undang-undang di 2009 dan 17 dari
42 undang-undang yang disahkan pada 2014.

Selain dari tahun-tahun yang disebutkan di atas, terdapat perbedaan yang cukup tinggi
berkaitan dengan jumlah undang-undang dengan undang-undang yang memiliki ketentuan
pidana. Dari 56 undang-undang yang disahkan pada 1999, hanya 17 yang ditemukan
memiliki ketentuan pidana. Hal ini juga terjadi pada tahun 2003 dimana tercatat tidak lebih
7 undang-undang yang memiliki ketentuan pidana meskipun secara keseluruhan terdapat 41
undang-undang yang disahkan pada tahun tersebut. Perbedaan yang paling substansial
ditemukan pada tahun 2007. Dengan jumlah undang-undang yang disahkan pada tahun
tersebut mencapai angka 48, sejumlah 6 undang-undang yang memiliki ketentuan pidana
hanya menyumbangkan proporsi seperdelapan dari jumlah keseluruhan undang-undang dan
sama sekali tidak mampu mencapai perbandingan 1:3 sebagaimana yang terjadi pada tahun-
tahun yang lain dalam periode tersebut.Berbeda dengan 2007, perbedaan pada tahun 2008
tidak terlalu signifikan mengingat hanya 16 dari 56 undang-undang yang disahkan pada
tahun tersebut memiliki ketentuan pidana.
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Diagram 1. Perbandingan jumlah UU yang disahkan dengan UU yang memiliki ketentuan
pidana pada periode 1998-2014

Meskipun secara sekilas terlihat bahwa jumlah undang-undang dengan ketentuan pidana
relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah undang-undang yang disahkan, penting
untuk dicatat bahwa tingginya produktivitas DPR pada beberapa tahun tertentu dipengaruhi
oleh banyaknya pengesahan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan
provinsi/kabupaten/kota atau pengadilan baru, dimana undang-undang tersebut disahkan
murni untuk kepentingan administratif semata dan tidak bertujuan untuk mengatur
perilaku. Sebagai contoh, 19 dari 56 undang-undang pada 1999 masuk ke dalam kategori
tersebut. Tren yang sama juga ditemukan pada tahun 2000-2005, 2007-2008 dan 2012-2014
dengan total keseluruhan mencapai angka 171 undang-undang. Jika jenis undang-undang ini
dikecualikan dari data, maka produktivitas DPR dari 1998-2014 menurun secara drastis dari
563 ke 392 undang-undang.

Selanjutnya, Diagram 2 membandingkan jumlah undang-undang dari 1998-2014 setelah
mengecualikan undang-undang administratif sebagaimana dijelaskan sebelumnya dengan
undang-undang yang memiliki ketentuan pidana. Dari diagram tersebut, dapat dilihat
perbedaan di antara keduanya semakin mengecil. Jika pada Diagram 1 ditemukan
perhitungan kasar 1:3 untuk melihat tren secara umum, jumlah undang-undang dengan
ketentuan pidana pada Diagram 2 terhitung hampir atau bahkan melebih setengah dari
jumlah undang-undang yang disahkan pada periode tersebut. Tercatat 17 dari 37 undang-
undag pada 1999, 5 dari 10 undang-undang pada 2001, 10 dari 22 undang-undang pada
2002, 16 dari 26 undang-undang pada 2008, 14 dari 24 undang-undang pada 2011, dan 17
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dari 39 undang-undang pada 2014 memiliki ketentuan pidana. Tren tersebut menunjukkan
bahwa Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap mekanisme hukum pidana
dalam mengontrol masyarakat.
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Diagram 2. Perbandingan jumlah UU yang disahkan setelah dikurangi UU yang bersifat
administratif dengan UU yang memiliki ketentuan pidana pada periode
1998-2014

2.2. Tren Kriminalisasi

Setelah memahami fakta bahwa sebagian besar undang-undang pada tahun 1998-2014
(setelah mengecualikan undang-undang yang bersifat administratif) memiliki ketentuan
pidana, langkah selanjutnya untuk menginvestigasi praktik kriminalisasi di Indonesia adalah
memisahkan undang-undang yang mengkriminalisasi perbuatan dari undang-undang yang
memiliki ketentuan pidana tanpa menciptakan tindak pidana baru. Sebagai contoh, Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi
1999) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji memiliki
sejumlah tindak pidana di dalamnya dan oleh karena itu masuk ke dalam kategori ‘undang-
undang dengan ketentuan pidana’. Namun, tidak satu pun ditemukan adanya tindak pidana
baru dari kedua undang-undang ini. Jika seluruh tindak pidana di dalam UU Korupsi 1999
mereplikasi tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengatur materi
yang sama, tindak pidana yang diatur dalam UU Haji seluruhnya berasal dari Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang hal yang sama. Sebaliknya, tujuh tindak pidana yang
dimiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura merupakan tindak
pidana baru yang tidak dapat ditemukan di peraturan perundang-undangan Indonesia
sebelumnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sepuluh tindak pidana yang baru

12



diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian.

Diagram 3 memperlihatkan perbandingan mengenai kedua jenis undang-undang tersebut.
Berdasarkan diagram ini, 112 dari 154 undang-undang merupakan undang-undang dengan
kriminalisasi di dalamnya. Selain itu, hampir 2/3 undang-undang yang memiliki ketentuan
pidana menciptakan tindak pidana baru setiap tahunnya. Pengecualian terjadi pada tahun
2005 dimana hanya terdapat satu undang-undang dengan ketentuan pidana dan seluruh
tindak pidana di dalamnya merupakan tindak pidana baru.

prad
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Year
B UU dengan Ketentuan Pidana B UU dengan Kriminalisasi
Diagram 3. Perbandingan UU vyang memiliki ketentuan pidana dan UU dengan

kriminalisasi pada periode 1998-2014

Meski demikian, informasi mengenai jumlah undang-undang yang mengandung kriminalisasi
sebagaimana dijelaskan oleh Diagram 3 tidak dapat dijadikan satu-satunya parameter untuk
menggambarkan praktik kriminalisasi di Indonesia sejak 1998-2014. Mengingat kriminalisasi
mengatur mengenai transformasi perbuatan non-kriminal menjadi tindak pidana,
pendekatan yang paling tepat untuk mengkuantifikasi fenomena ini adalah dengan melihat
pengaturan tindak pidana pada level pasal, ayat, maupun turunannya. Dengan melakukan
investigasi mendalam pada pengaturan yang lebih spesifik daripada sekedar melihat pada
jumlah undang-undang, akan menjadi lebih mudah untuk menbedakan praktik kriminalisasi
yang sebenarnya dari pengaturan yang hanya memperbarui tindak pidana yang telah diatur
sebelumnya.

Diagram 4 memperlihatkan perbandingan tindak pidana yang telah ada dengan tindak
pidana baru pada 154 undang-undang yang telah diklasifikasikan sebagai undang-undang

yang memiliki ketentuan pidana. Berdasarkan diagram tersebut, terdapat 1.601 perbuatan
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yang dikategorikan sebagai tindak pidana dengan proporsi 716 perbuatan di antara
merupakan tindak pidana yang baru diperkenalkan dalam hukum pidana Indonesia. Jika
dibandingkan dengan 885 tindak pidana yang telah ada sebelumnya, 716 tindak pidana baru
tersebut hanya menyumbangkan 45% dari total tindak pidana yang diatur pada periode ini.
Dari diagram tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya ketergantungan Indonesia
terhadap hukum pidana dalam perundang-undangan lebih banyak digunakan untuk
memperbarui tindak pidana yang telah ada daripada digunakan untuk menciptakan tindak
pidana baru. Akan tetapi, garis tren tentang kriminalisasi dari 1998 hingga 20054 pada
Diagram 3 terus bergerak ke atas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia
cenderung mengkriminalisasi perbuatan tiap tahunnya meski tren tersebut tidak terlalu
substansial.
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Diagram 4. Perbandingan tindak pidana yang telah ada dengan tindak pidana baru pada
undang-undang yang disahkan 1998-2014

Akan tetapi, tingginya angka tindak pidana yang telah ada pada undang-undang tersebut
membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Misalnya, terdapat perbedaan yang begitu jauh
antara tindak pidana yang telah ada dengan tindak pidana baru pada tahun 2008, 2009,
2012, 2013, dan 2014. Jika banyaknya tindak pidana yang telah ada pada tahun 2009, 2013,
dan 2014 berkaitan dengan pengaturan sistem transportasi (contoh: 63 tindak pidana pada
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) atau
perlindungan sumber daya alam (misal: 60 tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan 41 tindak pidana
pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air), fenomena
yang sama pada tahun 2008 dan 2012 lebih banyak dipengaruhi oleh persiapan pemilihan
umum pada tahun-tahun berikutnya. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, 54 tindak
pidana yang ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) dan 64 tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sengaja dirumuskan
karena Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 2009. Demikian
halnya dengan 56 tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilu Legislatif diatur untuk mempersiapkan pemilihan umum pada tahun 2014. Oleh
karena itu, seandainya DPR tidak memikirkan persiapan pemilihan umum pada tahun 2008
dan 2012, perbedaan jumlah antara tindak pidana yang telah ada dengan tindak pidan baru
pada tahun-tahun tersebut tidak akan begitu besar.

2.3. Jenis Perbuatan yang Dikriminalisasi

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Untuk menggambarkan praktik kriminalisasi di Indonesia secara menyeluruh, penilaian
terhadap jenis tindak pidana harus dilakukan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian
‘Mengukur Kriminalisasi’ di atas, evaluasi tersebut dilakukan dengan mengklasifikan tindak
pidana baru tersebut sebagai kejahatan atau pelanggaran dengan menggunakan dua
kriteria, yaitu kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan kriteria yang diambil
dari studi Hildebrandt, ICCPR, dan UUD 1945.

Diagram 5 menunjukkan informasi mengenai jumlah kejahatan dan pelanggaran yang
diambil dari 112 undang-undang dari 1998-2014 yang telah diidentifikasi sebagai undang-
undang dengan praktik kriminalisasi di dalamnya. Hasil dari analisis tersebut
memperlihatkan bahwa sebagian besar tindak pidana baru dalam periode ini merupakan
pelanggaran. Dengan jumlah mencapai 442, pelanggaran merepresentasikan 62% dari total
tindak pidana yang diperkenalkan pada periode ini. Sebaliknya, 274 tindak pidana yang
dikategorikan sebagai kejahatan hanya menyumbang 38% terhadap keseluruhan tindak
pidana pada waktu yang bersamaan, dengan 90 di antaranya telah diidentifi secara langsung
sebagai kejahatan oleh undang-undang dan 184 sisanya ditentukan dengan menggunakan
kriteria dari Hildebrandt, ICCPR, dan UUD 1945.

Jika diperhatikan lebih lanjut, terlihat bahwa pelanggaran menunjukkan kenaikan yang
cukup signifikan dari tahun ke tahun. Kecuali untuk tahun 1998, 2005 dan 2010 dimana
tingkat produktivitas DPR terhitung rendah dan memiliki dampak pada sedikitnya tindak
pidana yang dihasilkan, jumlah tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran
meningkat secara konsisten. Sebagai contoh, dimulai dengan 3 tindak pidana pada 2005,
naik hingga 37 pelanggaran pada 2007 dan terus bertambah hingga angka 62 pada 2009.
Jumlah tindak pidana pelanggaran menurun menjadi 10 pada 2010, tetapi langsung meroket
ke angka 95 tindak pidana pada 2011. Selanjutnya, berkaitan dengan terbatasnya jumlah
undang-undang dengan kriminalisasi pada 2012, jumlah tindak pidana pelanggaran turun
menjadi 17 tindak pidana tetapi kembali naik mejadi 76 tindak pidana pada 2014.
Sebaliknya, tren untuk tindak pidana kejahatan sama sekali berbeda dengan apa yang terjadi
pada pelanggaran. Meskipun Diagram 5 menunjukkan perkembangan yang dinamis bagi
tindak pidana kejahatan, namun garis tren yang dimilikinya justru menunjukkan pergerakan
menurun tiap tahunnya. Dimulai dengan 3 tindak pidana pada 1998, naik ke angka 19 pada
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1999, turun menjadi 5 tindak pidana di 2001, mencapai puncaknya dengan 44 tindak pidana
di 2007, tindak pidana kejahatan terus menurun setelah itu dan berhenti di angka 12 tindak
pidana pada 2014. Selain itu, Diagram 5 juga menunjukkan bahwa tidak ada tindak pidana
kejahatan yang diperkenalkan oleh undang-undang pada tahun 2005, 2010, dan 2012.
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Diagram 5. Perbandingan tindak pidana pelanggaran dengan tindak pidana kejahatan

pada undang-undang dengan kriminalisasi sejak 1998-2014

b. Kewajiban Indonesia di Forum Internasional untuk Mengkriminalisasi
Perbuatan Tertentu

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ada atau tidaknya kewajiban Indonesia untuk
mengkriminalisasi perbuatan tertentu yang berasal dari dokumen internasional seperti
traktat atau konvensi, dapat dijadikan sebuah indikator untuk menjelaskan karakteristik
tindak pidana baru pasca reformasi. Secara lebih spesifik, hal tersebut dapat membantu
menjelaskan apakah tindak pidana yang diciptakan pada 1998-2014 lebih banyak
dipengaruhi oleh permintaan dunia internasional atau lebih bercorak domestik. Diagram 6
menjelaskan informasi mengenai hal tersebut.

Seperti yang terlihat pada Diagram 6, hanya sebagian kecil dari tindak pidana yang
diperkenalkan pada periode 1998-2014 bersumber dari kewajiban Indonesia untuk
mengkriminalisasi perbuatan tertentu di forum internasional. Diagram 6 mencatat 54 tindak
pidana yang masuk ke dalam kategori ini dan 662 tindak pidana lainnya diatur berkenaan
dengan urusan dalam negeri. Selain itu, diagram ini juga menunjukkan bahwa kriminalisasi
54 perbuatan yang bercorak internasional tersebut terjadi di 7 tahun tertentu, yaitu 1998,
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2000, 2001, 2002, 2006, 2008, dan 2013 dan tindak pidana tersebut berkaitan dengan hak
kekayaan intelektual, ketenagakerjaan, perlindungan anak dan terorisme. Dengan demikian,
forum-forum internasional tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap praktik kriminalisasi di
Indonesia. Dengan kata lain, semakin naiknya praktik kriminalisasi sebagaimana dijelaskan
pada Diagram 3 dan Diagram 4 lebih banyak didominasi oleh pilihan Indonesia untuk
menciptakan tindak pidana baru yang berhubungan dengan urusan domestik.
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Diagram 6. Kriminalisasi perbuatan tertentu pada periode 1998-2014 yang berhubungan
dengan kewajiban Indonesia di forum internasional

17



Bagian il
Tingkat Represifitas Legislasi Indonesia

3.1. Pidana Mati dan Pidana Penjara Seumur Hidup

Diagram 7 menunjukkan data mengenai ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur
hidup sebagai sanksi dilakukannya beberapa tindak pidana di undang-undang Indonesia dari
1998-2014. Sebagaimana dapat dilihat pada Diagram 7, hanya 1 dari 716 tindak pidana baru
pada periode ini yang diancam dengan pidana mati, yaitu ‘penggunaan, produksi,
pengiriman maupun kepemilikan senjata kimia’ yang diatur melalui Pasal 27 Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan
Kimia sebagai Senjata Kimia.

Berkaitan dengan pidana penjara seumur hidup, jumlah tindak pidana yang diancam dengan
pidana ini relatif kecil, yaitu 7 dari 716 tindak pidana, yang melingkupi berbagai jenis tindak
pidana mulai dari ancaman terhadap keamanan nasional, korupsi, penggunaan kekerasan
atau ancaman kekerasan atau sarana lain untuk mengancam saksi/korban yang dilindungi
dan mengakibatkan kematian pada saksi/korban, perdagangan manusia, keterlibatan dalam
penggunaan, produksi, pengiriman, atau kepemilikan senjata kimia, pemalsuan mata uang
Rupiah untuk kepentingan pendanaan terorisme atau aktifitas lain yang dapat
menghancurkan sistem perekonomian nasional, dan aktifitas pendanaan terorisme.

& Pidana Mati © Pidana Penjara Seumur Hidup
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Diagram 7. Pidana mati dan pidana penjara seumur hidup pada tindak pidana yang
diperkenalkan pada periode 1998-2014

3.2. Pidana Penjara, Pidana Kurungan, dan Pidana Denda

Investigasi terhadap distribusi pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda pada
undang-undang Indonesia sejak 1998-2014 akan bermanfaat untuk menunjukkan tingkat
represifitas legislasi Indonesia mengingat hal tersebut mewakili gradasi sanksi pidana yang
diatur oleh hukum pidana Indonesia. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHP, pidana penjara
merupakan pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan pidana kurungan dan pidana
denda. Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk dicatat bahwa pidana kurungan
adalah sanksi pidana yang lebih berat dari pidana denda. Tanpa mengecualikan temuan
mengenai pidana mati dan pidana penjara seumur hidup dalam Diagram 7 di atas, pilihan
Indonesia untuk menghukum pelaku dengan pidana penjara daripada pidana kurungan dan
pidana denda, dapat dijadikan sebuah indikasi represifnya legislasi Indonesia dalam periode
tersebut.

Diagram 8 memperlihatkan distribusi pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda
pada undang-undang Indonesia di tahun 1998-2014. Berkaitan dengan hal tersebut, sanksi
pidana yang lebih berat akan diperlakukan sebagai faktor yang menentukan untuk mengukur
distribusi sanksi pidana tersebut. Sebagai contoh, apabila dalam satu tindak pidana
ditemukan terdapat pidana penjara dan pidana denda sebagai sanksi secara bersamaan,
maka data tersebut akan dimasukkan sebagai informasi bagi pidana penjara karena pidana
penjara lebih berat dibandingkan pidana denda. Dengan logika yang sama, kombinasi pidana
kurungan dan pidana denda akan diperlakukan sebagai sampel untuk pidana kurungan dan
bukan untuk pidana denda atau untuk keduanya. Oleh karena itu, informasi mengenai
pidana denda pada Diagram 8 hanya merepresentasikan pengenaan pidana denda sebagai
satu-satunya sanksi untuk satu tindak pidana. Di saat yang sama, untuk menilai tingkat
represifitas legislasi Indonesia lebih dalam, informasi untuk pidana penjara dibagi menjadi 4
bagian, yaitu 1 hari-5 tahun, 5-10 tahun, 10-15 tahun, dan di atas 15 tahun.
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Diagram 8. Pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda pada tindak pidana
yang diperkenalkan pada periode 1998-2014

Berdasarkan Diagram 8, sebagian besar dari tindak pidana baru pada periode 1998-2014
diancam dengan pidana penjara. Tidak kurang dari 654 tindak pidana (91.34%) memiliki
pidana penjara sebagai sanksi, sedangkan kurungan hanya ditemukan pada 45 kasus
(6.28%), dan pidana denda menyumbangkan angka 17 tindak pidana (2.37%) terhadap
keseluruhan tindak pidana. Selain itu, pidana penjara selama 1 hari-5 tahun ditemukan di
hampir 65% tindak pidana baru tiap tahunnya, diikuti oleh 18% untuk 5-10 tahun penjara,
9% untuk 10-15 tahun penjara, dan 4% untuk pidana penjara selama 15 tahun ke atas. Di sisi
lain, pidana kurungan hanya menyumbangkan 4% terhadap persentase tersebut sedangkan
pidana denda muncul sebesar 1% dari tindak pidana baru tiap tahunnya.

3.3. Kombinasi Sanksi Pidana

Variabel lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat represifitas legislasi Indonesia
dari 1998-2014 adalah keberadaan kombinasi sanksi pidana yang memungkinkan hakim
untuk menjatuhkan satu atau lebih pidana sebagai konsekuensi dari dilanggarnya ketentuan
pidana tertentu dalam undang-undang. Dalam konteks Indonesia, kombinasi tersebut dapat
berupa sanksi tunggal, sanksi alternatif, sanksi alternatif/kumulatif dan sanksi kumulatif.
Berbeda dengan sistem sanksi tunggal (contoh: hanya pidana penjara) dan sistem sanksi
altenatif (contoh: pidana penjara atau pidana denda) yang hanya memperbolehkan satu
pidana sebagai hukuman dilakukannya tindak pidana, sistem sanksi alternatif/kumulatif dan
sanksi kumulatif bekerja dengan cara yang berbeda. Apabila satu tindak pidana diancam
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dengan sanksi alternatif/kumulatif*’, seperti pidana penjara dan/atau pidana denda, hakim
ketua dapat memilih menjatuhkan satu atau lebih sanksi pidana kepada pelaku. Dalam hal
ini, pilihan tersebut dapat berupa hanya menjatuhkan pidana penjara, hanya pidana denda,
atau pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan. Di sisi lain, sanksi kumulatif justru
memaksa hakim untuk menjatuhkan lebih dari satu sanksi kepada pelaku, misalnya pidana
penjara dan pidana denda atau pidana kurungan dan pidana denda.

Diagram 9 menunjukkan data mengenai kombinasi sanksi pidana di dalam perundang-
undangan Indonesia dari 1998-2014 yang telah diklasifikasikan mengandung praktik
kriminalisasi. Diagram tersebut memperlihatkan kecenderungan yang begitu tinggi dari
Indonesia untuk menggunakan sistem sanksi kumulatif untuk menghukum pelaku tindak
pidana. Dimulai dengan 67% (2 dari 3 tindak pidana) pada 1998, keinginan untuk
memperkenalkan dua sanksi pidana sekaligus untuk satu tindak pidana menurun ke 36%
pada 1999 (21 dari 61 tindak pidana), tetapi meningkat hingga 54% pada tahun 2000 (7 dari
13 tindak pidana). Selain itu, perhitungan kasar pada empat tahun berikutnya menyentuh
angka 30% kecuali pada tahun 2003 yang hanya terhitung 2% dengan 19 dari 51 tindak
pidana dan 0% pada 2005. Akan tetapi, kombinasi sanksi ini tiba-tiba melonjak ke 63% pada
tahun 2006 (15 dari 24 tindak pidana), mencapai puncaknya pada 2007 dengan 68% yang
mewakili 55 dari 88 tindak pidana dan berhenti pada 35.23% (31 dari 88 tindak pidana) pada
2014.

Diagram 9 juga menjelaskan bahwa sistem sanksi kumulatif ditemukan pada 283 tindak
pidana (40%) pada periode ini. Sejalan dengan tren tersebut, sanksi alternatif/kumulatif juga
lebih dipilih oleh Indonesia sebagai kombinasi sanksi yang tepat untuk menghukum pelaku.
Jenis kombinasi ini ditemukan pada 210 tindak pidana (29%), diikuti dengan 158 tindak
pidana (22%) dengan sanksi alternatif, dan 65 tindak pidana lainnya (9%) diatur dengan
sanksi tunggal.

Satu hal penting dari Diagram 9 yang perlu digarisbawahi adalah keengganan Indonesia
untuk menghukum pelaku tindak pidana dengan satu sanksi pidana. Kondisi ini sebenarnya
banyak digunakan menjelang akhir tahun 1990-an dan pada awal tahun 2000an, namun
merosot sedemikian drastisnya pada saat ini. Meskipun masih ditemukan sejumlah 13 tindak
pidana pada tahun 2011 yang diancam dengan sistem pidana tunggal dan menyumbang
sekitar 12% terhadap keseluruhan sistem, tren penggunaan sanksi tunggal menunjukkan
grafik menurun hingga ke arah negatif. Dengan memperhatikan grafik menanjak bagi ketiga
kombinasi lainnya dari tahun ke tahun, menjadi rasional untuk mengatakan bahwa Indonesia
lebih memilih untuk memiliki lebih dari satu sanksi pidana untuk menghukum pelaku tindak

%7 Sanksi alternatif/kumulatif bekerja dalam dua arah untuk menentukan tingkat represifitas legislasi
Indonesia. Pertama, pencantuman pidana dengan sistem ini dapat berarti kurang represif ketika
hakim ketua memilih untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada menghukum pelaku
dengan pidana yang lebih berat atau menghukum dengan keduanya. Kedua, apabila putusan
dijatuhkan dengan mengenakan kedua pidana sekaligus, hal ini mengindikasikan penegakan hukum
yang represif. Meski demikian, dengan melihat pada praktik yang terjadi di Indonesia dimana
cenderung untuk memilih sanksi yang lebih berat, diasumsikan bahwa pengenalan sistem sanksi ini
sebagai pendekatan yang represif.
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pidana, dengan sanksi alternatif sebagai bentuk kombinasi yang paling dihindari dari ketiga
sistem sanksi tersebut.
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Diagram 9. Kombinasi sanksi pidana dalam perundang-undangan Indonesia dari 1998-
2014

3.4. Pidana Minimum Khusus

Pengaturan mengenai pidana minimum khusus berkaitan dengan kewajiban hakim untuk
menjatuhkan jumlah minimum sanksi pidana kepada pelaku karena melakukan tindak
pidana tertentu. Secara lebih spesifik, pengaturan ini mengecualikan ketentuan umum
mengenai jumlah minimum sanksi pidana yang diatur di dalam KUHP, yaitu 1 hari bagi
pidana penjara® dan pidana kurungan® dan Rp 3,75 untuk pidana denda®. Sebagai contoh,
apabila seseorang terbukti menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana ditetapkan oleh
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), pidana minimum
yang akan ia terima adalah 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 milyar yang berbeda
sama sekali dengan apa yang diatur di dalam KUHP.

% pasal 12 ayat (2) KUHP.

% pasal 18 ayat (1) KUHP.

“® pasal 30 ayat (1) KUHP jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan sebelum Tanggal 17
Agustus 1945,

a Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor
143, TLN Nomor 5062, Pasal 114 ayat (1).
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Diagram 10 memperlihatkan pengaturan pidana minimum khusus yang terdapat dalam
undang-undang Indonesia sejak 1998-2014. Berdasarkan diagram tersebut, tercatat
sejumlah 219 dari 716 tindak pidana yang baru diperkenalkan pada periode ini memiliki
pengaturan pidana minimum khusus yang berbeda dari KUHP. Selain itu, ketentuan
mengenai pidana minimum khusus sering digunakan oleh pembuat undang-undang dalam
merumuskan sanksi pidana bagi tindak pidana baru setiap tahunnya. Pengecualian terhadap
hal ini terjadi pada tahun 1998, 2000-2001, 2005, 2010, dan 2012-2013 yang hanya
menyumbangkan 6 dari total 219 tindak pidana sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Selain
dari ketujuh tahun tersebut, rata-rata penggunaan pidana minimum khusus dalam
perundang-undangan Indonesia berkisar 15 kasus per tahun dan mencapai puncaknya pada
2009 dan 2014 dengan 28 kasus.

30

25

20

10

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2007 2008 2008 2010 2011 2012 2013 2014
Year

< Pidana Minimum Khusus

Diagram 10.  Pengaturan pidana minimum khusus dalam perundang-undangan Indonesia
dari 1998-2014

3.5. Keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Keberadaan alternatif penyelesaian sengketa dalam undang-undang dapat dilihat sebagai
salah satu faktor yang menentukan tingkat represifitas legislasi Indonesia. Hal ini berkaitan
dengan prinsip ultima ratio dalam hukum pidana yang mengharuskan penggunaan hukum
pidana sebagai jalur terakhir untuk menyelesaikan permasalahan hukum.** Sehubungan
dengan hal tersebut, tingkat represifitas dapat diidentifikasi dengan melihat apakah suatu
undang-undang tetap mempertahankan keberadaan hukum pidana sebagai jalur

* Husak (2), op.cit.
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penyelesaian sengketa meskipun undang-undang tersebut telah memiliki mekanisme khusus
untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi yang diaturnya. Sebagai
ilustrasi, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran membentuk
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia untuk menyelesaikan dugaan
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter dan/atau dokter gigi. Meski demikian, Pasal
66 ayat (3) undang-undang tersebut tidak menghalangi pihak yang dirugikan untuk
menggunakan jalur penyelesaian sengketa lainya, termasuk untuk melaporkan dokter
dan/atau dokter gigi ke polisi untuk tindakan yang dilakukannya.

Diagram 11 menunjukkan keberadaan alternatif penyelesaian sengketa dalam perundang-
undangan Indonesia yang telah dikualifikasikan mengandung praktik kriminalisasi sejak
1998-2014. Seperti yang dapat dilihat pada diagram tersebut, Indonesia cenderung
merumuskan alternatif penyelesaian sengketa dalam undang-undang untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan hukum tertentu. Hal ini dimulai dengan 2 pengaturan di dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, naik ke angka 27 kasus yang dapat diselesaikan dengan
mekanisme selain hukum pidana pada tahun 1999. Selain itu, diagram 11 menunjukkan
pergerakan yang dinamis dari 2000-2005. Alternatif penyelesaian sengketa diperkenalkan
dalam 7 kasus pada 2000, bertambah menjadi 17 kasus di 2004, tetapi secara tiba-tiba turun
ke angka 3 kasus pada 2005. Tren ini berlanjut hingga 5 tahun berikutnya hingga naik ke
angka 57 kasus di 2009 dan mencapai titik tertingginya pda 2014 dengan 62 kasus.
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Diagram 11.  Keberadaan alternatif penyelesaian sengketa dalam perundang-undangan
Indonesia dari 1998-2014
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Bagian IV
Tingkat Keseriusan Tindak Pidana

Sebagaimana dijelaskan oleh von Hirsch dalam teori ordinal proportionality of punishment®,
sanksi pidana harus diatur secara sistematis untuk mengikuti skala keseriusan tindak pidana.
Dengan kata lain, tindak pidana yang lebih serius harus memiliki sanksi pidana yang lebih
berat sedangkan tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang rendah harus memiliki sanksi
pidana yang lebih ringan. Berkaitan dengan hal ini, penilaian terhadap keseriusan tindak
pidana dilakukan dengan menyintesiskan analisis sebelumnya mengenai jenis perbuatan
yang dikriminalisasi, jenis sanksi pidana, kombinasi sanksi pidana, dan pidana minimum
khusus. Informasi dari variabel-variabel tersebut akan dibandingkan dengan tindak pidana
yang diatur di dalam KUHP dan perundang-undangan Indonesia dari 1998-2014 untuk
memahami apakah praktik kriminalisasi di Indonesia telah mengikuti skala keseriusan tindak
pidana dan gradasi sanksi pidana.

Akan tetapi, sebelum menganalisis hal tersebut, menjadi penting untuk terlebih dahulu
memahami distribusi sanksi pidana di dalam KUHP mengingat KUHP masih menjadi sumber
utama hukum pidana Indonesia di samping keberadaan berbagai pengaturan tindak pidana
di undang-undang lain.** Pemahaman terhadap hal ini akan memperdalam analisis mengenai
tingkat keseriusan tindak pidana yang baru diperkenalkan oleh undang-undang Indonesia
sejak 1998-2014.

Diagram 12 memperlihatkan distribusi pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan
pidana penjara selama 20 tahun yang terdapat dalam KUHP. Berdasarkan Diagram 12,
tercatat sejumlah 9 tindak pidana diancam dengan kombinasi pidana mati, pidana penjara
seumur hidup dan pidana penjara selama 20 tahun; 14 tindak pidana dengan pidana penjara
seumur hidup dan pidana penjara selama 20 tahun sebagai sanksinya; dan hanya 2 tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 20 tahun. Satu hal yang dapat disimpulkan dari
informasi tersebut adalah keberadaan pidana mati dan/atau pidana penjara seumur hidup
selalu disandingkan dengan pidana penjara selama 20 tahun sebagai bentuk sanksi terhadap
suatu tindak pidana.

43 . .
von Hirsch, op.cit.

o Selengkapnya baca Han Bing Siong, An Outline of the Recent History of Indonesian Crimnal Law, ('S-
Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1961) dan Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal
Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).
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@ Pidana Mati, Pidana Penjara Seumur Hidup & Pidana Penjara selama 20 tahun
@ Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Penjara selama 20 tahun
@ Pidana Penjara selama 20 tahun

Diagram 12.  Distribusi pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara
selama 20 tahun di KUHP (hanya untuk tindak pidana dengan sanksi
tersebut)

Sehubungan dengan tersebut, perlu dicatat bahwa jangka waktu 20 tahun untuk pidana
penjara merupakan jenis hukuman yang istimewa mengingat Pasal 12 ayat (2) KUHP
memberikan batas maksimum 15 tahun untuk pidana penjara selama waktu
tertentu.Namun, ketentuan tersebut dapat dikecualikan dan hakim dapat menjatuhkan
pidana penjara selama 20 tahun apabila suatu kejahatan diancam dengan kombinasi pidana
mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; karena
gabungan tindak pidana, pengulangan tindak pidana atau karena kejahatan dilakukan
dengan memanfaatkan jabatan yang diembannya.”” Oleh karena itu, setiap kejahatan yang
diancam dengan pidana penjara di atas 15 tahun, termasuk pidana mati dan pidana penjara
seumur hidup, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang paling serius.

Selanjutnya, untuk melihat secara lebih detil mengenai karakteristik tindak pidana yang
paling serius ini, penelusuran mengenai sifat dari tindak pidana tersebut perlu dilakukan.
Dari penesuluran tersebut, tercatat keduapuluhlima kejahatan yang berada pada kategori ini
mengatur hal-hal sebagai berikut:

Kejahatan terhadap keamanan Negara;

Kejahatan terhadap Negara sahabat, Presiden dan perwakilan Negara sahabat;
Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang;
Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului tindak pidana;

Pembunuhan berencana;

Pencurian yang diikuti, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan terhadap orang yang berakibat luka berat atau kematian, yang dilakukan
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dilakukan pada waktu malam atau

ok wNE

* pasal 12 ayat (3) KUHP.
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perkarang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta ap atau
trem yang sedang berjalan; atau apabila kejahatan dilakukan dengan merusak atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian
jabatan palsu; dan

7. Kejahatan yang berhubungan dengan pelayaran, penerbangan, dan fasilitas
penerbangan yang mengakibatkan luka berat atau kematian.

Sementara itu, Diagram 13 menunjukkan informasi lain mengenai distribusi pidana penjara,
pidana kurungan dan pidana denda dalam KUHP. Dengan menggunakan metode yang sama
pada saat menganalisis jenis sanksi pidana dalam perundang-undangan Indonesia dari 1998-
2014, diagram ini memperlihatkan bahwa dari 570 tindak pidana yang ada di dalam KUHP,
hanya 15 kejahatan yang diancam dengan pidana penjara selama 15 tahun ke atas diikuti
dengan 77 tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara antara 10-15 tahun. Angka
tersebut bertambah hingga 108 tindak pidana untuk kategori pidana penjara selama 5-10
tahun dan terus bertambah hingga 273 tindak pidana untuk kategori pidana penjara antara 1
hari-5 tahun. Sebaliknya, pidana kurungan dan pidana denda tidak terlalu sering digunakan
di dalam KUHP sebagai sanksi tunggal. Hanya 50 tindak pidana yang hanya diancam dengan
pidana kurungan sedangkan untuk pidana denda yang diposisikan sebagai sanksi tunggal
hanya berjumlah 35 tindak pidana.

@ Pidana penjara selama 15 tahun ke atas
@ Pidana penjara selama 10-15 tahun

@ Pidana penjara selama 5-10 tahun

@ Pidana penjara selama 1 hari-5 tahun
® Pidana kurungan

@® Pidana denda

Diagram 13.  Distribusi pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda di KUHP
(hanya untuk tindak pidana dengan sanksi tersebut)

Sejalan dengan temuan pada Diagram 12 berkaitan dengan sifat tindak pidana, pidana
penjara selama 10-15 tahun juga ditemukan berada pada kategori yang sama dengan tindak
pidana yang paling serius. Sebagai tambahan, 77 tindak pidana pada kategori ini juga
meliputi tindak pidana yang berkaitan dengan hubungan seksual dengan anak di bawah
umur, perbuatan cabul dengan seseorang di bawah 15 tahun, pemalsuan mata uang atau
uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank, kejahatan terhadap kebebasan
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seseorang, pembunuhan, aborsi, penganiayaan berat dan pencurian yang diikuti, disertai,
atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan
kematian, dan pembajakan. Secara umum, selain keberadaan unsur ‘mati dan luka berat’,
tindak pidana dalam kategori ini juga memiliki unsur ‘hubungan seksual dengan anak di
bawah umum’ dan ‘mata uang dan uang kertas’ sebagai sifat tindak pidananya.

Seiring dengan bertambahnya jumlah tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan lebih
rendah dibandingkan dengan kategori sebelumnya, keseriusan tindak pidana pada level
selanjutnya justru semakin menurun. Sebagai contoh, meskipun akibat dilakukannya tindak
pidana adalah sama, yaitu kematian, akan tetapi sanksi pidana untuk penganiayaan dengan
rencana pada Pasal 353 ayat (3) KUHP lebih ringan dibandingkan sanksi pidana untuk
penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana pada Pasal 355 ayat (2) KUHP. Jika yang
terakhir diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun, tindak pidana yang
disebutkan pertama kali tersebut justru hanya diancam dengan pidana penjara maksimum
sembilan tahun. Di tempat lain, tingkat keseriusan penghinaan tertulis pada Pasal 310 ayat
(2) KUHP sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan keseriusan tindak pidana
‘meninggalkan anak yang belum berusia tujuh tahun untuk ditemukan atau untuk
melepaskan diri daripadanya’ sebagaimana diatur dalam Pasal 305 KUHP. Oleh karena itu,
KUHP hanya mengancam tindak pidana yang pertama tersebut dengan maksimum penjara 1
tahun 4 bulan atau denda maksimum Rp 4.500,00 dan sebaliknya, mengancam tindak pidana
yang terakhir tersebut dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan.

Secara teoretis, praktik kriminalisasi di Indonesia dari 1998-2014 harus mengikuti sistem
yang sama dengan apa yang telah diatur dalam KUHP. Dengan kata lain, harus ada
kesesuaian antara beratnya sanksi pidana dengan tingkat keseriusan tindak pidana tersebut.
Akan tetapi, realitanya jauh dari apa yang diidam-idamkan.Rumusan Pasal 86 Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsip (UU Arsip) merupakan contoh yang tepat untuk
menggambarkan kondisi tersebut. Berdasarkan undang-undang ini, apabila seseorang secara
sengaja tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan untuk menghancurkan sebuah arsip
yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna, ia terancam memperoleh
pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum sebanyak Rp 500 juta. Beratnya
sanksi yang dicantumkan untuk pelanggaran administratif tentang tata cara penghancuran
sebuah arsip tentu menimbulkan berbagai pertanyaan berkaitan dengan keseriusan tindak
pidana yang dimaksud. Jika dibandingkan dengan salah satu tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 10 tahun di dalam KUHP, sebagai contoh, melakukan penganiayaan
berat yang mengakibatkan kematian pada Pasal 354 KUHP, rasionalisasi pemberian sanksi
pidana yang begitu berat untuk tindak pidana baru ini sangat tidak berdasar. Selain dari apa
yang dijelaskan oleh UU Arsip bahwa pemberian pidana penjara maksimum selama 10 tahun
tersebut dilakukan atas dasar untuk memiliki sebuah sistem kearsipan yang komprehensif
dan tertata secara baik dan benar, pelanggaran tersebut tetap merupakan pelanggaran yang
bersifat administratif dan sangat tidak pantas untuk diancam dengan pidana penjara selama
10 tahun. Hal ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan penganiayaan berat yang
mengakibatkan kematian dimana dalam kasus ini keselamatan nyawa seseorang berada
dalam ancaman dan karenanya, pidana penjara 10 tahun menjadi wajar untuk diberikan
terhadap tindak pidana tersebut.

Ketidakteraturan sistem penentuan keseriusan tindak pidana dan berat-ringannya sanksi
pidana dalam perundang-undangan Indonesia juga terlihat ketika masing-masing tindak
pidana baru tersebut dibandingkan satu sama lain. Sebagai ilustrasi, seorang Warga Negara
Asing (WNA) yang memasuki dan/atau berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen
perjalanan dan visa yang valid dapat dihukum dengan pidana penjara selama 5 tahun dan
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pidana denda maksimum Rp 500 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi (UU Imigrasi). Di sisi lain, apabila seorang
penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, hakim, atau angggota Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membocorkan informasi atau dokumen rahasia
tentang transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme dalam Pasal 9 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme, yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana penjara
maksimum 4 tahun. Perbandingan terhadap kedua tindak pidana tersebut menunjukkan
ketiadaan standar kriminalisasi dan penentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran
administratif di bidang imigrasi dan tindak pidanaberkaitan dengan terorisme, dimana yang
pertama justru memiliki ancaman pidana lebih berat dibandingkan dengan yang terakhir.

Ironi tersebut berlanjut apabila dikaitkan dengan isu kombinasi sanksi pidana dan pidana
minimum khusus. Kecenderungan Indonesia untuk menggunakan sanksi kumulatif untuk
menghukum tindak pidana baru dalam periode 1998-2014 berpotensi merusak tatatan
keseriusan tindak pidana dan berat-ringannya sanksi pidana selama ini. Ketika
membandingkan dengan sistem yang ada di dalam KUHP berkaitan dengan kedua hal
tersebut, perlu diingat bahwa KUHP hanya mengakomodasi dua tipe kombinasi sanksi
pidana yaitu sanksi tunggal dan sanksi alternatif. Dikenalkannya sanksi alternatif/kumulatif
dan sanksi kumulatif dalam hukum pidana Indonesia dilakukan melalui undang-undang
secara terpisah. Hal ini juga berlaku untuk pidana minimum khusus dimana pengaturan ini
sama sekali tidak dikenal di KUHP. Sebagai konsekuensinya, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap tatanan yang ada di dalam KUHP dengan mempertimbangkan sifat tindak pidana
yang diperkenalkan melalui undang-undang terpisah tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, praktik kriminalisasi yang terjadi sejak 1998-2014 tidak
memperhatikan kedua hal di atas sebagai bentuk sanksi pidana yang baru dan harus
ditempatkan ulang dalam tatanan keseriusan tindak pidana dan berat-ringannya sanksi
pidana sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sebagai contoh, Pasal 51 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) mengatur
bahwa setiap orang yang menggunakan tenaga listrik secara melawan hukum dan tanpa hak
diancam dengan pidana penjara maksimum 7 tahun dan pidana denda maksimum sebesar
Rp 2,5 milyar. Sebaliknya, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi menghukum ‘setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya’ dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan
paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp
250 juta’.

Dengan membandingkan kedua tindak pidana ini, menjadi tidak sulit untuk menilai bahwa
yang terakhir lebih serius daripada tindak pidana yang disebut pertama kali. Dengan melihat
pada begitu intensifnya upaya pemberantasan korupsi baik internasional dengan
disahkannya United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNCATOC)
dan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), keseriusan tindak pidana suap
aktif tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, dikarenakan sanksi pidana untuk tindak pidana
di bidang ketenagalistrikan sebagaimana dideskripsikan sebelumnya lebih berat
dibandingkan sanksi untuk suap aktif, keseriusan kedua tindak pidana tersebut menjadi tidak
begitu jelas jika disandingkan dengan tatanan keseriusan tindak pidana dan berat-ringannya
di atas. Kondisi tersebut menjadi lebih parah dengan diperkenalkannya pidana minimum
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khusus pada tindak pidana suap aktif tersebut. Meskipun untuk tindak pidana yang diatur
oleh Pasal 51 ayat (3) UU Ketenagalistrikan memiliki ancaman pidana penjara maksimum 7
tahun, hakim masih mungkin untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 hari mengingat
undang-undang tersebut tidak menentukan pidana minimum khusus untuk pelanggaran
dimaksud.Hal ini tentu berbeda dengan tindak pidana suap aktif dimana pelaku sudah pasti
memperoleh pidana penjara selama 1 tahun meskipun untuk batas maksimumnya, pasal
tersebut memperbolehkan hakim menjatuhkan pidana penjara hingga 5 tahun lamanya.

Jika analisis mengenai hal ini ditarik ke dalam skala yang lebih luas, keseriusan tindak pidana
menunjukkan tren menurun tiap tahunnya. Satu indikator yang mendukung hal ini adalah
tingginya jumlah pelanggaran yang dikriminalisasi melalui perundang-undangan Indonesia
dari 1998-2014 seperti yang dijelaskan oleh Diagram 5. Dengan meminjam kata-kata dari
Leonard Herschel Leigh, tindak pidana ini tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang
sesungguhnya karena ia berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan-aturan
administratif. Dibandingkan dengan 274 kejahatan yang dikriminalisasi dalam periode ini,
kriminalisasi 442 pelanggaran menunjukkan bahwa tujuan pemerintah Indonesia untuk
mengkriminalisasi perbuatan pidana tersebut, pada prinsipnya, tidak berkaitan dengan
penyelesaian masalah kriminalitas di Indonesia, namun lebih pada untuk memastikan
masyarakat mematuhi aturan yang telah dibuatnya. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia
hidup dalam asumsi bahwa sebuah peraturan tidak akan diikuti tanpa adanya sanksi pidana
yang diancamkan bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut.

*® Leonard Herschel Leigh, Strict and Vicarious Liability: A Study in Administrative Criminal Law,
(London: Sweet & Maxwell, 1982).
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Bagian V
Penutup

Tujuan utama studi ini adalah untuk mengeksplorasi praktik kriminalisasi di Indonesia dari
1998-2014 dengan menginvestigasi kecenderungan pemerintah Indonesia untuk
mengkriminalisasi perbuatan tertentu melalui undang-undang dari tahun ke tahun.
Mengingat literatur tentang kriminalisasi di Indonesia sangat minim, temuan-temuan dalam
studi ini akan berdampak signifikan, baik dalam konteks teoretis maupun empiris. Pertama,
studi ini membuktikan tingginya kecenderungan pemerintah Indonesia untuk menggunakan
hukum pidana dalam mengontrol perilaku masyarakat. Dari 563 undang-undang yang
disahkan dalam periode ini, 154 di antaranya memiliki ketentuan pidana yang mengatur
1.601 tindak pidana di dalamnya. Setelah mengeluarkan 171 undang-undang yang murni
disahkan untuk kepentingan administratif dari data, kecenderungan tersebut tampak
semakin tinggi dimana hampir setengah dari undang-undang yang disahkan pada periode
tersebut memiliki ketentuan pidana. Temuan ini sejalan dengan prediksi Garland*’ dan
Miller**yang menyatakan bahwa sebagian besar pemerintah di dunia akan mengembangkan
strategi kontrol sosial dengan menempatkan hukum pidana sebagai inti strategi tersebut.

Kedua, studi ini memperlihatkan fakta bahwa tingginya ketergantungan pemerintah
Indonesia terhadap hukum pidana dalam mengontrol perilaku di atas lebih banyak
digunakan untuk memperbarui tindak pidana yang telah ada dibandingkan untuk
menciptakan tindak pidana baru. Dari 1.601 tindak pidana yang ditemukan dalam
perundang-undangan Indonesia dari 1998-2014, 885 di antaranya merupakan tindak pidana
yang telah ada sebelumnya sedangkan 716 sisanya merupakan tindak pidana baru yang
ditemukan di 112 undang-undang. Meski demikian, studi ini mencatat bahwa tren
menciptakan tindak pidana baru tersebut semakin nyata dari waktu ke waktu.

Jika dilihat dari jenis tindak pidana yang baru diciptakan tersebut, studi ini mendukung
temuan riset yang dilakukan oleh Farmer®, Hildebrandt™, Husak®?, Laceysz, dan Leigh53, yang
menyimpulkan bahwa sebagian besar dari kriminalisasi tersebut digunakan untuk
menciptakan tindak pidana pelanggaran. Dalam konteks Indonesia, jenis tindak pidana
pelanggaran ini ditemukan sebanyak 442 dibandingkan dengan 274 tindak pidana kejahatan
yang juga ditemukan pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan tujuan kriminalisasi
di Indonesia bukan untuk menyelesaikan masalah kriminalitas di Indonesia, melainkan untuk
memaksa masyarakat untuk mematuhi aturan yang dibuat pemerintah. Selain itu, studi ini
juga mencatat bahwa dokumen-dokumen internasional tidak terlalu banyak berpengaruh
dalam proses kriminalisasi di Indonesia. Dari 716 tindak pidana baru tersebut, hanya 54
perbuatan yang dikriminalisasi dan berkaitan dengan kewajiban Indonesia dalam forum-
forum internasional untuk mengkriminalisasi perbuatan tertentu dibandingkan dengan 662
tindak pidana yang lebih bernuansa domestik.

* Garla nd, op.cit.

8 Miller, op.cit.

9 Lindsay Farmer, “The obsession with definition: The nature of crime and critical legal theory” dalam
Social & Legal Studies, 5, 57-73.

>0 Hildebrandt, op.cit.

! Husak (1), op.cit.

> Lacey, op.cit.

>3 Leigh, op.cit.
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Selain dari kecenderungan untuk mengkriminalisasi perbuatan non-kriminal dari waktu ke
waktu, studi ini juga menemukan sebuah fakta bahwa praktik kriminalisasi yang terjadi dari
1998-2014 juga disertai dengan pendekatan punitif melalui berbagai sanksi pidana yang
diancamkan pada tindak pidana baru ini. Setidaknya tercatat bahwa pidana mati masih
ditemukan dalam 1 kasus dan pidana penjara seumur hidup diancamkan pada 7 tindak
pidana. Selain itu, pidana penjara selama waktu tertentu, baik yang berdiri sendiri sebagai
sanksi tunggal maupun diancamkan bersama dengan pidana denda, menjadi bentuk sanksi
pidana yang paling sering diancamkan kepada tindak pidana baru tersebut dan ditemukan
terjadi sebanyak 649 kasus, diikuti dengan pidana kurungan yang hanya ditemukan pada 53
tindak pidana dan pidana denda di tempat terakhir dengan 14 tindak pidana. Sebagai
tambahan, Indonesia juga lebih tertarik untuk mengancam perbuatan kriminal tersebut
dengan pidana penjara yang berkisar antara 1 hari sampai dengan 5 tahun. Temuan ini juga
diikuti dengan dikenalkannya sistem pidana minimum khusus pada 219 tindak pidana, yang
mengakibatkan pelaku tindak pidana harus menjalani batas minimum pidana yang
ditentukan dalam undang-undang apabila melakukan salah satu dari 219 tindak pidana ini.
Untuk melengkapi pendekatan punitif yang diambil oleh Indonesia, mekanisme hukum
pidana tetap diperkenalkan sebagai jalur penyelesaian sengketa pada 279 tindak pidana
meskipun undang-undang tersebut telah memperkenalkan jalur khusus untuk
menyelesaikan sengketa dimaksud.

Melihat pada kondisi-kondisi di atas, menjadi rasional untuk kemudian menyatakan bahwa
Indonesia memiliki keyakinan tinggi terhadap hukum pidana, dengan berbagai elemen
koersif yang dimilikinya, untuk menjamin kontrol secara efektif atas perilaku masyarakat.
Akan tetapi, kondisi yang terjadi di Indonesia tidak se-intens seperti apa yang terjadi di AS
dan Inggris. Jika dibandingkan dengan fenomena just desert crime policies dan expressive
justice, sebagai contoh Sex Offenders Notification Laws di AS dan Pedophile Registration
Laws di Inggris, situasi di Indonesia sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan keduanya.
Jika mengingat temuan-temuan di atas yang menyatakan bahwa sebagian besar dari praktik
kriminalisasi di Indonesia digunakan untuk menciptakan tindak pidana pelanggaran, dapat
dikatakan bahwa tujuan untuk menggunakan mekanisme hukum pidana sebagai strategi
kontrol sosial Indonesia, paling tidak di level legislasi, adalah untuk memastikan masyarakat
Indonesia patuh terhadap aturan yang telah diundangkan dan bukan untuk menyelesaikan
masalah kriminalitas. Meminjam kata-kata Ana Aliverti**, pada akhirnya begitu meledaknya
jumlah tindak pidana pelanggaran di perundang-undangan tersebut hanya digunakan
sebagai ‘tuas atau alat cadangan’ untuk memastikan tingkat kepatuhan masyarakat
terhadap hukum yang berlaku.

Meski demikian, Husak™ telah mengingatkan pemerintah di berbagai dunia bahwa pilihan
untuk menggunakan hukum pidana sebagai strategi kontrol sosial akan berakibat pada
terciptanya banyak ketidakadilan dalam praktik. Dengan jumlah tindak pidana baru yang
diciptakan selama 17 tahun terakhir mencapai angka 716, menjadi sangat tidak mungkin
bagi siapapun di Indonesia, bahkan untuk anggota DPR dan penegak hukum, untuk
mengingat jenis-jenis perbuatan yang telah dikriminalisasi dalam 112 undang-undang
tersebut. Sebagai konsekuensinya, Husak®® berpendapat bahwa akan sangat mungkin terjadi
suatu kondisi dimana calon pelaku tindak pidana tidak terinformasikan dengan baik bahwa
apa yang akan dilakukannya dilarang oleh hukum pidana Indonesia. Selain itu, sebagaimana

>* Ana Aliverti, “Making people criminal: The role of criminal law in immigration enforcement” dalam
Theoretical Criminology, 16(4), 417-434.

** Husak (1), op.cit

*Ibid.
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telah dikritisi oleh Garland®’, Husak®® menambahkan bahwa praktik kriminalisasi juga hampir
pasti disertai dengan diberikannya tambahan kewenangan kepada kepolisian untuk
menahan seseorang dalam kondisi-kondisi tertentu.Dengan melihat pada kondisi tersebut,
menjadi sangat logis untuk memprediksi bahwa kemungkinan terjadinya penahanan yang
tidak sah terhadap warga negara akibat kriminalisasi yang tidak terkontrol menjadi semakin
tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memikirkan temuan-temuan ini secara
serius dan meninjau ulang ‘strategi’ yang mereka lakukan serta mulai mengembangkan cara-
cara yang lebih rasional untuk mendorong masyarakat mematuhi aturan yang dibuatnya.

Di sisi lain, studi ini juga memperlihatkan bahwa praktik kriminalisasi di Indonesia tidak
sepenuhnya sesuai dengan prinsip proporsionalitas yang berkembang dalam hukum pidana.
Hal ini terlihat ketika sifat tindak pidana dan berat-ringannya sanksi pidana dari tindak
pidana yang baru diciptakan pada periode 1998-2014 tersebut dibandingkan satu sama lain
dan juga dibandingkan dengan tindak pidana yang ada di dalam KUHP. Pada saat yang sama,
diperkenalkannya sistem pidana minimum khusus dan digunakannya bentuk sanksi
kumulatif dalam perundang-undangan ini mengaburkan tatanan keseriusan tindak pidana
yang telah ada mengingat keduanya memiliki sistem pemidanaan yang berbeda dengan apa
yang telah diatur KUHP. Selain itu, banyaknya jumlah tindak pidana pelanggaran yang
dikriminalisasi pada periode ini menunjukkan rendahnya tingkat keseriusan tindak pidana
yang baru diciptakan tersebut. Lebih lanjut, hal ini juga diikuti dengan semakin beratnya
sanksi pidana yang diancamkan pada tindak pidana ini, yang tentu semakin merusak tatanan
keseriusan tindak pidana yang dimiliki selama ini.Sebagai konsekuensinya, reklasifikasi
tindak pidana perlu dilakukan apabila Indonesia ingin memiliki hukum pidana yang lebih
baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia dapat belajar dari sistem klasifikasi tindak
pidana yang dimiliki KUHP dalam memetakan keseriusan tindak pidana dan berat-ringannya
sanksi pidana. Untuk melakukan hal tersebut, pertama-tama, Indonesia perlu memiliki
definisi yang jelas tentang keseriusan tindak pidana dengan memperhatikan tiga hal esensial
dalam kriminalisasi, yaitu harms, wrongs, dan paterna/ism.sgsebagai contoh, klasifikasi
tindak pidana dapat dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu tindak pidana paling serius,
tindak pidana serius, tindak pidana biasa, dan tindak pidana yang tidak serius. Selanjutnya,
berat-ringannya sanksi pidana yang akan diancamkan pada tindak pidana harus memiliki
sistem yang sama. Oleh karena itu, penghukuman atas suatu tindak pidana yang tidak serius
harus lebih ringan jika dibandingkan dengan tindak pidana yang berada dalam kategori
‘tindak pidana serius’, begitu juga sebaliknya.*® Selain itu, perbuatan-perbuatan non-kriminal
yang akan dikriminalisasi di masa yang akan datang juga harus mengikuti sistem ini demi
memiliki sebuah sistem hukum pidana yang tertata dengan baik, tidak terkecuali untuk
tindak pidana pelanggaran. Dengan kata lain, kriminalisasi dengan produk tindak pidana
pelanggaran tetap diperbolehkan sepanjang sanksi pidana yang diancamkan terhadapnya
tidak mengacaukan tatanan keseriusan tindak pidana dan berat-ringannya sanksi pidana
yang telah dijelaskan sebelumnya.

Di luar kepentingan untuk melakukan reklasifikasi tindak pidana, studi mengenai topik ini di
masa depan harus bisa memberikan sumbangsih teoretis dan praktis dengan
menginvestigasi area-area kriminalisasi yang belum disentuh oleh studi ini. Sebagai contoh,

> Garla nd, op.cit.

> Husak, op.cit.

* Andrew Simester dan Andreas von Hirsch, Crimes, Harms, and Wrongs on the Principles of
Criminalisation, (Oxford and Portland: Hart Publishing, 2011).

®yon Hirsch, op.cit.
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dengan melihat jangka waktu dalam studi ini yang terbatas pada 1998-2014, penelitian-
penelitian selanjutnya dapat menganalisis praktik kriminalisasi sejak awal masa
kemerdekaan Indonesia untuk memperoleh gambaran utuh mengenai hal tersebut dan lebih
leluasa untuk membandingkan kecenderungan pemerintah Indonesia untuk menggunakan
hukum pidana dalam mengontrol perilaku masyarakat dari berbagai rezim politik. Sebagai
tambahan, penelitian berikutnya dapat menggunakan data-data penegakan hukum sebagai
tambahan informasi dalam melihat intensitas penegakan hukum atas tindak pidana yang
baru diperkenalkan tersebut. Yang paling penting, penelitian-penelitian lanjutan harus dapat
menciptakan database mengenai tindak pidana di Indonesia yang bisa dikelola secara terus-
menerus. Dengan memiliki database tersebut, peneliti, akademisi, pemerhati hukum pidana,
dan berbagai pihak yang memiliki ketertarikan terhadap isu kriminalisasi dapat memonitor
dan mengevaluasi kinerja Pemerintah dan DPR dalam menggunakan wewenangnya untuk
menciptakan tindak pidana baru dan yang lebih esensial, dapat terus mengkritisi keduanya
untuk tidak mengeksploitasi hukum pidana secara berlebihan sehingga hukum pidana dapat
ditempatkan di tempat yang seharusnya, yaitu sebagai jalur terakhir untuk menyelesaikan
permasalahan hukum di Indonesia.
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Profil Institute for Criminal Justice Reform

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen
yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana,
dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah
mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu
hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan
yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya
orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah
penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi
manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan
peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan
sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem
peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan
pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka
membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab
demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep
the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak
asasi manusia dengan demikian merupakan “conditio sine quo non” dengan proses
pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar
menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat
dukungan yang lebih luas. Institutefor Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil
prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks
membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun
budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJIR

Sekretariat:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

JIn. Siaga Il No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

Email: infoicjr@icjr.or.id

http://icjr.or.id | @icjrid
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Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi
yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan
Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak
Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi
kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi
memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang
berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan
dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model
kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti
pengaturan delik kejahatan negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar
nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan
anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya
alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi
KUHP mengembangkan advokasi di tingkat nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU
KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi
RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga
berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia
mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari
berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat,
Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja
tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye
lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan
RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun
informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga
melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR atas
Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalah dalam RUU
KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah danDPR. Aliansi akan terus
mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum
pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi-
organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalahElsam, ICJR, PSHK, ICW,
LelP, AJl Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HUMA, Wahid Institute, LBH Jakarta,
PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI
FH Ul, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, dan ECPAT.

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

40



Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

JIn. Siaga Il No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

Email: infoicjr@icjr.or.id

http://icjr.or.id | @icjrid

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

JI. Siaga Il No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, 12510
Phome/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519

Email: office@elsam.or.id

Laman: www.elsam.or.id

41



